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PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 58 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS  
BARANG MILIK DERAH PEMERINTAH KOTA BOGOR DENGAN 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi 

penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kota Bogor melalui proses 

inventarisasi/sensus, baik berupa pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang 

Milik Daerah dan dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 261 Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Wali 

Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus 
Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bogor; 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 



Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan   Tanggungjawab Keuangan   Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4614); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  

Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pemerintah Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 
Tahun 2016 tentang Penggolongan 
dan Kodefikasi Barang   Milik   Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2083); 

 

17. Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor  13 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); 

 

18. Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor  7  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 

Nomor 1 Seri D); 
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